
     

 

 

 

BUPATI TAMBRAUW 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  

 
 PERATURAN BUPATI TAMBRAUW 

NOMOR  12   TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TAMBRAUW, 

 

Menimbang :  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11  Peraturan Daerah 

Kabupaten Tambrauw Nomor    Tahun 2023  tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran  2022, 
perlu menetapkan peraturan Bupati Tambrauw tentang 

Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 

Anggaran 2022.   
    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 
    

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

   

3. 
 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahn 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4884); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5416); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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  10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831); 

 

  11. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
    

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 
    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425);  
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  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 
    

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 577); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);  

 

  20. 

 
 

 
 

21. 
 

 

 
 

 
22. 

 
 

 
 

23. 

 
 

 
 

 
24. 

 

 
 

 
 

25. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 

2021 Nomor 5); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tambrauw Tahun 2021 Nomor 5); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw 

Tahun 2021 Nomor 2); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Perubahan Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 Nomor 2); 
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26. 

 

 
 

 
27. 

 
 

 
 

 

28. 
 

 
 

 
 

 
29. 

 

 
 

 
30. 

 
 

 

 
 

31. 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 

Nomor 17); 

 

Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw 

Tahun 2022 Nomor 7); 

 

 

Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw 

Tahun 2022 Nomor 14); 

 

Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Tambrauw Tahun 2022 Nomor 34); 

 

Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Tambrauw Tahun 2022 Nomor 36); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :     PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2022 

   

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 5.856.640.901,00   

 b. Pendapatan Transfer Rp 1.145.590.355.386,00  

 c. Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 

Rp 2.181.350.668,00  

  Jumlah Pendapatan Rp 1.153.628.346.955,00 

2. Belanja dan Transfer 

 a. Belanja Operasi  

  1) Belanja Pegawai Rp 148.257.036.894,50  

  2) Belanja Barang dan Jasa  Rp 366.437.301.752,00  

  3) Belanja Bunga 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Subsidi 

Rp 

Rp 

Rp 

2.871.446.754,00 

22.147.608.683,00 

1.439.217.666,00 

 

  6) Belanja Bantuan Sosial Rp 42.082.302.351,00  

      

      

  Jumlah Belanja Operasi Rp 583.234.914.100,50 

    

  b. b.Belanja Modal Rp 271.823.966.893,0  

  c. Belanja Tidak terduga  Rp    24.038.770.534,00  

  d. Transfer Rp 185.107.263.152,0  

  Jumlah Belanja dan Transfer 
Jumlah Belanja 

Rp 

Rp 

480.970.000.579,00 

1.064.204.914.679,00 

  Surplus/(Defisit) Rp 89.423.432.275,50 

 

3 

 

Pembiayaan 

 

 a. Penerimaan Rp 62.240.169.222,96  

 b. Pengeluaran Rp 112.276.662.760,00   

  Jumlah Pembiayaan Neto Rp (50.036.493.537,04) 

  Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

tahun berkenaan 

 

 

Rp 39.386.938.738,46 
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Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam lampiran I Peraturan Bupati Tambrauw ini. 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 

dalam lampiran II Peraturan Bupati Tambrauw ini. 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati Tambrauw ini. 
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Pasal 6 

 

Peraturan Bupati Tambrauw ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw. 

 

                                                                        

     Ditetapkan di : Fef  

                                                                       Pada tanggal  : 06 Oktober 2023             

 

                      PENJABAT BUPATI TAMBRAUW, 

                                        CAP/TTD 

                      ENGELBERTUS GABRIEL KOCU 

Diundangkan di  : Fef 
Pada tanggal       : 06 Oktober 2023 

 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, 

            CAP/TTD 

MUHAMMAD ZEN HAYATUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 12 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Penjabat Kepala Bagian Hukum 

SETDA KABUPATEN TAMBRAUW 

 

 

 

 

ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  

PENATA TINGKAT I (III/d) 

NIP. 1982082820001121007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


